
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 15                                    TAHUN 2015 
 

 
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  15  TAHUN 2015 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG 

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : a.  bahwa kebijakan akuntansi piutang diperlukan untuk 

mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan pengungkapan 

informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan 

keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

  b. bahwa kebijakan akuntansi piutang dimaksud mengacu pada 

Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas 

menuju akrual dan Buletin Teknis SAP Nomor 6 tentang 

Akuntansi. 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 

    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3851); 

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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    5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);  

    7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

    8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

    9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Penilaian 

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

156 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2104 Tahun 1960); 

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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    15. Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;  

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855); 

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

    19. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara; 

    20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

    21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah;  

    22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007  

tentang Pengurusan Piutang Negara; 

    23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PIUTANG   PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT; 
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Pasal 1 
 

(1) Lingkup Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi 

klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan 

pengungkapan serta praktek-praktek spesifik yang dipillih oleh 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  dalam  penyajian Piutang.  

(2) Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Ditetapkan di Mataram                   

pada tanggal  27 April 2015 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

                          ttd.                           

               

               H. M. ZAINUL MAJDI   

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal  27 April 2015 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,  

 

        ttd. 

           H. MUHAMMAD NUR 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 15 

Salinan sesuai dengan aslinya 

     KEPALA BIRO HUKUM, 

                    

             H. RUSMAN 

  NIP. 19620820 198503 1 010 

 

 


